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HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalain sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini scbagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab Nama | Huruf Latin Nama
| alif - Tidak tidak
dilambargkan dilambangkan
- Ba b be
B ) Ta i te
&y sa S es (dengan titik di
atas)
z Jim ] je
z ha H ha (dengan titik di !
bawah)
t Kha kh ka dan ha
R Dal d W de
3 zal z zet (dengan titik
di atas)
B Ra T er
3 Zai z zet
g Sin s es
L): Syin sy es dan ye
sad s es (dengan titik di
o2 bawah)
: dad d de (dengan titik di
o= bawah)
B fa t te (dengan titik di
bawah)
15 za z zet (dengan titik
di bawah)

vii




& ‘ain ¢ koma terbalik (di
atas)
'& Gain g ge
- Fa f ef
3 Qaf q ki
S Kaf k ka
J Lam l el
P Mim m em
O Nun n en
E Wau w we
R Ha h ha
c Hamzah .y apostrof 7
“ T Ya v ye
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan trasliterasinya dengan huruf
latin.
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau di ftorg.

1) Vokal Tunggal

Vokal tungal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

é Tanda Nama Huruf Latin Nama
_ fathah a a
. kasrah i it
. dammah u u

2) Vokal Rangkap
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf; transliterasinya berupa gabungan huruf] yaitu

Tanda Nama Hurut | Gabungan Huruf | Nama
R fathah dan wau au adanu
S fathah dan ya ai adani
Contoh
IS kataba dé-‘-“ -- su’ila

d*é — fa’ala
JS:-’ — zukira

‘—“53:.’ — yazhabu

&S — aifa
J 92 — haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf Nama Huruf dan Nama
Tanda
;5 | fathah dan alif a a dan garis di atas
atauya

S kasroh dan ya 1 dan garis di atas
f fj dammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh ‘

Jé _ qaia d.-.é —qila

(s _)—rama d}'ié. —yagalu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan

dammabh, transliterasinya adalah /t/.



o

Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, trasliterasinya

adalah /o/.

\S]

kalau pada iata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata 14 terpisah maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh
BIOANTF IR 93 raudah al-atfal
raudatul atfal
5 ) j_'mj) FRIAN| al-madinah al-munawwarah
- a'madinatul-munawwarah
talhah

t dall

3. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam trarsliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf

yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

[ U-.’J— rabbana
d)-‘ — nazzala

DY albier

} @3-“ — al-hajj

A% —nuima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan Jengan huruf, yaitu d‘

» namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang




yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf

gamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan nurif yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah
Kata sandang yeng diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasi-kan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiak: maupun huruf qamariah, kata sanda ng ditulis terpisah dari

katn yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh
d-.l )-“ — arrajulu g"-m‘ — algalamu
34:3“’-“ — assayyidatu @4:‘-“ —albadi’u
U-M-Lﬁ‘ — asysyamsu M‘ — aljala<lu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan baawa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata. Bila hamzah itu terletak di awa! kata, Islam dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh
QJ;\AE— ta’khuzuna - inma
9}-‘-“ —  an-nau’ ﬁ’f‘ ~ umirtu
(s syai’un JSI_ akala

8. Penulisan Kata
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Pada dasamya setiap kata, taik fa’il, isim maupun hary ditulis terpisah. Hanya

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata luin karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata

lain yang mengikutinya.

Contoh
OB i sl o
O el 5 S g
Sl i

Ll e 5 ol yaa il vy

S 44l o Ui

Xii

Wa innallaha lahua khair arrazigin
Wa innallaha lahua khairurrazigin
Fe aufu al-kaila wa-almizan

Fa auful-kaila wal-mizan

Ibrahim al-k halil

Ibrahimul-khali!

Bismillahi majreha wa mursaha
Walillahi ‘alan-nasi hijju  al-baiti
manistata’a ilaihi sabila

Walillahi  ‘alan-nasi  hijjul-baiti

manistata’a ilaihi sabila
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ABSTRAK

Perkawinan adalah sebuah gerbang kehidupan dua anak manusia untuk
hidup bersama, saling memberi dan menerima, saling melengkapi satu sama lain,
dan saling mengisi seta mengingatkan dalam segala hal. Oleh karenanya
pekawinan tidak dapat terjadi begitu saja, tetapi harus melalui petimbangan yang
sangat matang dari kedua belah pihak, masing-masing telah matang jiwa raganya
dan mampu serta berani melakukannya, tidak ada pihak yang dapat memaksakan
sebuah pekawinan karena yang akan dihasilkan adalah sebuah ketidakbahagiaan.
Namun ketika ada sebuah perkawinan, yang dengan sangat terpaksa harus
dilakukan karena terjadi suatu hal tidak diinginkan seperti pasangan wanita telah
hamil dahulu sebelum menikah atau karena desakan orang tua dari kedua belah
pihak atau juga dikarenakan hubungan keduanya vang sudah terlalu akrab
sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bagaimana hal tersebut akan
disikapi?. Batasan sebuah perkawinan yang dikatakan "terpaksa" disini adalah
ketika salah satu pihak melanggar batas ketentuan umur untuk melakukan
perkawinan dalam perundang-undangan vaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16
tahun untuk perempuan, bila berumur di bawah itu maka harus mendapat ijin dari
Pengadilan Agama. Batasan umur tersebut dapat dipahami bila diandaikan
seorang laki-laki yang berumur 19 tahun telah tamat SMA dan seorang
perempuan berumur 16 tahun telah tamat SMP sehingga setidaknya telah tampak
secara visual aspek kedewasaan mereka baik jiwa maupun raga, karena walau
bagaimanapun masalah perkawinan tidak hanya masalah baligh tidaknya
seseroang, tetapi juga menyangkut masalah lain seperti masalah kesehatan kedua
belah pihak terutama pihak wanita sebagai calon ibu dari anak-anak mereka.

Alasan-alasan dilaksanakannya perkawinan seperti yang digambarkan di
atas kemudian dipertimbangkan oleh hakim di Pengadilan Agama apakah patut
untuk mendapatkan ijin untuk melakukan perkawinan atau tidak. Yang perlu
dicermati adalah semua permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke
Pengadilan Agama (Wonosari) semuanya dikabulkan, dan hakim tentunya
mempunyai pertimbangan serta alasan-alasan dan dasar-dasat tertentu dalam
memutuskan hal tersebut. Dengan metode analisis yang berlandaskan atas qaidah
maslahah mursalah, terutama dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan
sosiologis, maka perlu kiranya pertimbangan hakim tersebut diteliti, apakah
memang benar-benar telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara’ dan merupakan jalan yang terbaik bagi orang tersebut, dan yang
paling penting putusan hakim itu benar-benar memancarkan sebuah kemaslahatan
yang dapat diterima sebagai sebuah keumuman.. Hal ini bisa dianggap sebagai
sebuah masukan atau mungkin juga kritikan dari wilayah pemikiran akademis
yang sclalu bergelut dengan teori bagi bapakbapak hakim yang bergelut di
wilayah praktis, dan juga sebagai pengetahuan tambahan bagi semua kalangan
vang terterik dengan segala permasalahan yang berhubungan dengan Al-Akhwal
Al-Syakhsiyyah.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek
kehidupan manusia. Tujuan pokok disyariatkannya agama Islam adalah untuk
memelihara dan menjaga agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan. Dalam
merealisasikan semua itu Allah telah menetapkan cara-cara tersendiri seperti
adanya lembaga perkawinan dalam menjalankan hidup berpasang-pasangan.

Perkawinan merupakan suatu sarana yang dipilih oleh Allah sebagai
jalan baé manusia untuk memperoleh keturunan dan memelihara kelestarian
hidupnya setelah masing-masing pihak siap melakukan peranannya dalam
mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan juga merupakan naluri manusia untuk membina rumah
tangga yang utuh dan memperoleh kedamaian, ketentraman hidup serta kasih
sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

o FUSCN [ S U

el M W8y 4w gbap—wal ind aa

1. o
Os—S8y

" Ar-Rum (30): 21.



Tujuan perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 adalah untuk
membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan ketuhanan yang
maha esa. Untuk itu dalam merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya harus
didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing calon
mempelai, karena perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum
yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban
bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi
kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu
ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dengan wanita.”

Betapapun perkawinan dipandang dan diakui sebagai urusan pribadi,
namun dalam masyarakat kita yang mempunyai rasa kekeluargaan yang
demikian kuatnya terutama hubungan antara seorang anak dengan kedua orang
tuanva atau keluarganya dalam garis keturunan lurus ke atas, maka
perkawinan juga merupakan urusan keluarga. Apalagi bila akan yang akan
melangsungkan perkawinan tersebut adalah anak yang belum berumur 19
(sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi
perempuan yang belum banyak pengalaman dan pernah merasakan suka
dukanya berkeluarga. Sudah seharusnya sebelum mereka melangsungkan
perkawinan harus ada ijin kedua orang tua atau wali dan pejabat yang
berwenang lebih dahulu. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang no 1 tahun 1974

menyatakan: "Perkawinan hanya boleh diijinkan jika pihak pria sudah

? Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), him 2.




mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai
umur 16 (enam belas) tahun".

Ketentuan Undang-undang perkawinan ini adalah untuk mencegah
terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan adanya
ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon
suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya,
sehingga dapat membina rumah tangga sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan
perceraian, serta mendapatkan keturunan yang baik dan schat ’

Kecuali itu ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan
suami istri, serta mengendalikan angka kelahiran. Karena bisa jadi batas umur
yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju
kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan hal itu maka Undang-
undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita
ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi
wanita.

Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan
meminta dispensasi kepada pengadilan, atau pejabat-pejabat lain yang
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Seperti
disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974
sebagai berikut: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh

kedua orang tua pihak pria atau wanita".

¥ Riduan Syaharani, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: PT
Media Sarana Press, 1987), him 18.



Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan
maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum
agamanya dan kepercayaan masing-masing. Yang dimaksud dengan hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ialah sepanjang tidak
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam masing-masing agama dan
kcpercayaannya.4

Dari rumusan pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya
suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh agama dan kepercayaan
mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu
perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama
dengan sendirinya menurut Undang-undang perkawinan ini dianggap tidak sah
dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas
maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak
melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan
tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum Islam.

Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (bagi yang
beragama Islam) sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1

tahun 1974 tentang perkawinan

* Soemiyati, Hukum Perkawinan Isiam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Liberty, tt), him 62.



Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974
diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia dapat melakukan perkawinan
dengan mengacu Undang-undang tersebut.

Namun demikian tingkat kesadaran yang ada di masyarakat untuk
melaksanakan Undang-undang tersebut masih minim, hal ini bisa dilihat dari
adanya perkawinan dibawah umur yang terjadi dengan alasan telah
mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Fenomena di atas bisa dilihat
dan kasus-kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari. Pada tahun
2000 terdapat 741 perkara yang 7 diantaranya adalah perkara dispensasi
kawin, kemudian pada tahun 2001 terdapat 754 perkara yang 3 diantaranya
adalah perkara dispensasi kawin, dan pada tahun 2002 terdapat 767 perkara
vang 2 diantaranya adalah perkara dispeﬁsasi kawin.

Gunungkidul yang sebagian besar penduduknya berada di garis
perekonomian menengah ke bawah rata-rata SD dan SLTP "punya peluang
besar" untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, karena salah satu
faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur adalah minimnya
tingkat pendidikan dan juga perekonomian yang berada dibawah standar.

Hal inilah yang menarik bagi penyusun untuk mengkaji lebih dalam
lagi tentang apa sebenarnya yang menjadi faktor terjadinya perkawinan di
bawah umur dan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan hakim dalam
memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur khususnya di wilayah

Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul.



B. Rumusan Masalah.
Dari uraian latar belakang tersebut di atas dapatlah dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengajuan permohonan
dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Wonosari?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Wonosari

Gunungkidul dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur?

€. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

Penyusunan mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur di
Pengadilan Agama Wonosari ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin
dicapai antara lain:

I Untuk mendeskripsikan/menggambarkan  hal-hal yang menjadi faktor

terjadinya perkawinan di bawah umur.

)

Untuk  mendeskripsikan/menggambarkan apa sajakah yang menjadi
pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah
umur.

Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah keilmuan di
bidang hukum perkawinan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan
praktek penetapan dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama.

2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan deskripsi tentang alasan-alasan

permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur dan pertimbangan



hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari
dan kesesuaiannya dengan kemaslahatan hukum Islam dan Undang-
undang perkawinan sekaligus untuk memberikan masukan kepada para

pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka.

Kajian tentang perkawinan dalam hukum Islam telah banyak dilakukan
para ulama' baik klasik maupun modern, sebagai bukti sebagian besar kitab
figh klasik ataupun modern telah membahasnya dalam bab munakahat yang di
dalamnya mengatur hubungan anrtara pria dan wanita dalam masa perkawinan
baik pada masa pra perkawinan maupun sampai pasca perkawinan sebagai
ajang pembentukan keluarga.

Tapi di sisi lain tidak banyak kajian yang membahas tentang masalah
batasan usia kawin. Undang-undang perkawinan hanya menyebutkan bahwa
perkawinan diterima bila pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun
dan wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, dan bila terjadi
penyimpangan maka harus meminta dispensasi kepada hakim atau pejabat
vang berwenang. Namun tidak ditemukan peraturan lain yang menyertainya
seperti hal-hal yang ada kaitannya antara batasan usia dengan persiapan
perkawinan, alasan apa saja yang dapat diterima bila ingin meminta
dispensasi, dan sebagainya.

Hukum Islam juga tidak memberikan batasan yang pasti tentang

batasan usia kawin, yang ada hanya penjelasan beberapa ulama' tentang



* kriteria baligh, misalnya dalam buku Ensiklopedia [jma’ karya Sa'di Abu
Habieb yang dialih bahasakan oleh K. H A Sahal Machfudz dan K.H. Mustofa
Bisri yang menyatakan bahwa terdapat kesepakatan ulama’ tentang tanda-
tanda kedewasaan yang diantaranya berusia 19 tahun.’

Buku-buku perkawinan di Indonesia, berdasarkan penelusuran
penyusun, hanya memuat sedikit tentang batasan usia kawin, seperti buku
Perkawinan dan Persoalannya; Bagaimana pemecahannya dalam Islam karya
Mu'ammal Hamidy.® Demikian pula dengan buku Hukum Perkawinan
Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama karya Hilman
Hadikusuma’ juga membahas tentang batasan usia perkawinan secara singkat.
Dalam buku Perkawinan dan Persoalannya; Bagaimana pemecahannya
dalam Islam karya Mu'ammal Hamidy,® disebutkan bahwa dalam Islam bagi
wanifa hanya disyaratkan bagi yang telah baligh dan berakal, sedangkan pria
lebih ditekankan pada kesanggupan memberi nafkah. Demikian juga dalam
buku lain yang membahas tentang perkawinan dalam Islam tidak disebutkan
secara jelas tentang batas usia perkawinan secara jelas, apalagi tentang alasan-

alasan dan tujuan pemberian dispensasi kawin.

> Sa'di Habib, Persepakatan Ulama' Dalam Hukum Islam; Enslikopedi [jma’, Alih Bahasa
oleh K.H.A Sahal Mahfudz dan K.H Mustafa Bisri, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), him 44.

¢ Mu'ammal Hamidy, Perkawinan dan Persoalannya; Bagaimana Pemecaharnya Dalam
Isiam, (Surabaya: PT Bina limu, 1980), him 34.

7 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat
dan Hikunm Agama, {Bucabaya: PT Bina Ilmu, 1986), him 60-61.

* Mu'ammal Hamidy, Perkawinan dan Persoalannya, him 34.



Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Perkawinan di bawah Umur
Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor I tahun 1974 di Pengadilan
Agama Wonosari karya Rina Setyarini,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia tahun 2001, lebih menekankan kepada pengaruh peraturan
tentang batasan usia perkawinan yang ada dalam Undang-undang tahun 1974
setelah diundangkan dan sebelum diundangkan di Pengadilan Agama
Wonosari serta pengaruhnya bagi tinggi rendah tingkat perceraian.

Selanjutnya, untuk kajian tentang pertimbangan hakim dalam
pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Wonosari menurut
tinjauan yuridis dan hukum Islam belum ada yang meneliti, maka penyusun

merasa perlu mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.

E. Kerangka Teoretik.

Teori maslahah mursalah merupakan salah satu bagian dari dalil-dalil
ijtthadi atau dalil-dalil yang bukan berasal dari nash Al-Qur'an dan hadist akan
tetapi berasal dari dalil-dalil akal, namun tidak terlepas dan ada hubungannya
dengan asas-asas pokok pensyariatan agama Islam yang terdapat dalam nash
Al-Qur'an dan hadist. "’

Maslahah mursalah adalah kebaikan yang tidak terikat kepada dalil-

dalil atau nash Al-Qur'an dan hadist. Menurut istilah ushul figh, maslahah

? Rina Setyarini, Pelaksanaan Perkawinan di bawah Umur Setelah Berlakunya Undang-
undang Nomor | tahun 1974 di Pengadilan Agama Wonosari, Skripsi Fakuitas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2001.

' Kamal Muchtar Dkk, Ushul Figh, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995). him 145,



10

- mursalah adalah penetapan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan

sama sekali dalam Al-Qur'an dan hadist karena pertimbangan kebaikan dan
menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.!’

Syarat-syarat maslahah mursalah agar dapat dipakai hujjah adalah:

a. Harus benar-benar merupakan maslahah, bukan maslahah yang bersifat
perkiraan.

b. Maslahah tersebut bersifat umum bukan untuk perorangan.

¢. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak
berlawanan dengan ketetapan nash dan ijma’."?

Berdasarkan pernyataan dapat dipahami bahwa betapa eratnya
hubungan antara metode maslahah mursalah dengan magqasid syari‘at (Tujuan
pembentukan hukum), bahwa maslahat itu harus sesuai dengan tujuan
disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan
Jelas memperkuat asumsi ini.

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan kaidah ushul:

B aliad cida e adia duliall ¢ 53

Peraturan dispensasi perkawinan tidak terdapat/tercantum secara
eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadist, maka untuk mencapai kemaslahatan

dan menghindari kemudharatan dalam perkawinan melalui penetapan

83.

"' H. Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syari'ah, (Jakarta: CV H. Masagung, 1990), him

2 Abdul Wahab Khalaf, /lmu Ushul Figh, Alih Bahasa Oleh H. Moh. Zuhri dan Ahmad

Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 119-120.

A Canaman,
"' Asymuni Abdurrahman, Qaidah-qaidah I'igh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him 76.
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dispensasi perkawinan sehingga mendapatkan suatu penetapan yang sesuai,
maka dapat dikemukakan di sini kaidah-kaidah fighiyyah yang dapat
digunakan dalam menilai pertimbangan hakim sekaligus pegangan dasar bagj
hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan, yaitu sebagai

berikut:
a Jl _pall 14

Kaidah di atas berarti kemudharatan yang telah terjadi wajib dihilangkan.
Bila dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas,
kemudharatan dalam alasan permohonan dispensasi perkawinan misalnya

adalah calon wanita telah terlanjur hamil duluan.

b lexd 55 ) yuall 18
Kaidah ini untuk 4«28 e & i o e-,ﬂ-ﬁ‘,m maksudnya bahwa manfaat

dan kegunaan yang dihargai adalah yang tidak terdapat kemudharatan
vang dilarang oleh syara’ Bila ada maka kemudharatan itu harus

dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan berdasarkan telah ada sejak dahulu.

c. Leaddl cGY (4 puiall Codl OS5 4y 17

Pada dasarnya dilarang untuk mengadakan suatu kemudharatan baik berat

ataupun ringan. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan tetapi

' Ibid., him 85.
1 Ibid., him 84.
" Ibid. . him 92.

17 Kamal Muchtar DKk, Ushul Figh, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), him 205.
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tidak bolel sampai menimbulkan kemudharatan lain. Namun jika
kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan
kemudbaratan lain, maka harus ditempuh dengan melakukan

kemudharatan yang lebih ringan dari yang telah terjadi.

Kaidah lain yang identik dengan kaidah ini 3= 5 msall® gy

AN 5 alls g Sy sl yang raempunyai maksud bahwa

kemudharatan ringan yang dihilangkan dengan kemudharatan lain yang
sama ringan atau sepadan maka perbuatan terscbut sia-sia belaka.
d had Gl e axic auliall ¢ 5y 20

Maksudny. menghindari yang mengandung kerusakan lebib ciutamakan
dari sekedar mendatangkan kemaslahatan atau manfaat. Karena prinsip
atau tujuan pokok hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan
sekaligus menolak kemudharatan.?!
Berikut akan dipaparkan tentang hal-hal yang berkuitan erat dengan
pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pokok
dalam pertimbangan untuk diberikan suatu penetapan dispensasi perkawinan

atau tidak. Hal-hal berikut ini merupakan "idealnya” sebuah persiapan menuju

** Asymuni Abdurrahman, Qaidah-gaidah Figh, him 85.
P Ibid, tlm 82,
% Ibid., him 29.

a Asjmuni Abdurrahman, Merode Penetapan Hukum Isiam, (Jakarta: Bulan Bintang,
1983), him 4.
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perkawinan dalam rangka membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai ukuran kebalighan seseorang, sebagian besar ulama'
mempunyai  kesepakatan dengan mendasarkan pada tanda-tanda yang
menunjukkan kebalighan seseorang tersebut, tanda-tanda itu ialah:

a. Ihtilam. Maksudnya seseorang dianggap dewasa bila telah keluar air mani
dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan terjaga dan tidur.
Pendapat ini adalah tanda kebalighan menurut ijma’

b. Haid Merupakan kesepakatan ulama' bahwa haidnya seorang wanita
adalah tanda bagi kebalighannya.

¢. Rambut. Tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan seseorang adalah
tanca kebalighan seseorang, Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Nadirah
dan Ugbah bin Amin dan telah menjadi ijma’.

d. Umur. Ada pendapat bahwa tanda kebalighan seseorang adalah telah
berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun, baik laki-laki ataupun
perempuan, sedangkan iu waras dan belum pernah haid/ihtilam.*

Sebagai konsekuensi dari keientuan kebalighan seseorang tersebut,
Islam sepakat bahwa orang yang padanya telah rampak salah satu tanda
kebalighan, baik laki-laki ataupun perempuan sedung ia waras dan muslim,
maka ia sudah bisa terkena hukum-hukum had, faraidh, dan lain-lain,

termasuk di dalamnya hukum munakahat. 2

2 Sa'di Habib, Persepakatan Ulama’ Dalam Hikum Islam; Enslikopedi Iima', im 44.

B Ibid., him 44.



Sedangkan secara yuridis formal, di Indonesia diberlakukan batasan
usia perkawinan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan, yaitu pihak
pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas)
tahun,”* dengan pertimbangan untuk menjaga kesehatan suami istri dan
keturunan.” Sedangkan bagi para pihak yang menyimpang dari ketentuan
tersebut diberikan dispensasi dari pengadilan dan pejabat yang ditunjuk oleh

pihak yang bersangkutan >

Namun tidak ditentukan tentang alasan-alasan
apakah yang boleh digunakan untuk mendapat dispensasi perkawinan tersebut.
Juga tidak ada aturan khusus bagi hakim sebagai pelaksana penetapan
dispensasi perkawinan tersebut, sehingga hakim dituntut untuk dapat memberi
pertimbangan dengan asumsi akan terdapatnya kemaslahatan hidup bagi para
pihak yang mendapat dispensasi perkawinan maupun yang tidak.

Alasan atau pertimbangan tersebut dapat merujuk kepada ketentuan
umum dari syari'at Islam atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Bila perlu penafsiran lain, maka peran
penegak hukum atau keadilan dalam arti kemaslahatan sangat diperlukan
untuk menjelaskan tentang maksud dari aturan-aturan yang berlaku.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang no 1 tahun 1974 dinyatakan:

"Perkawinan hanya boleh diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

# Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7
ayat (1).

% Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

26

ayat (2).

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7
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(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam

-belas) tahun". Ketentuan Undang-undang perkawinan ini adalah untuk
mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur.
Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan
agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang
Jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga sebaik-baiknya tanpa
berakhir dengan perceraian, serta mendapatkan keturunan yang baik dan
sehat *’

Selain dari itu, pembatasan usia kawin ini mempunyai maksud untuk
menjaga kesehatan suami istri, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah
kesehatan keturunan yang akan dilahirkan kelak. Karena bisa jadi faktor
kemudaan dari calon ibu mempengaruhi terhadap kesehatan I;Eieturunan vang
akan dikandungnya.*®

Salah satu jalan untuk mendekati proses pencapaian kebahagiaan hidup
berkeluarga adalah dengan mengusahakan adanya kesiapan mental yang
antara lain meliputi:*’

a. Kesamaan pandangan hidup dan agama. Hal ini untuk menjalankan syari'at

Islam dalam menjaga agama. Sebagaimana firman Allah:

7 Riduan Syaharani, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta:
PT Media Sarana Press, 1987), him 18.

* penjelasan  Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

* Majelis Ulama' Indonesia Dan UNICEF, Ajaran Islam dan Penanggulangan
Perkawinan Usia Muda, (Jakarta: ttp, 1991), him 41-44.
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b. Tingkat pendidikan. Merupakan pendekatan untuk mengenal latar
belakang budaya, pandangan hidup dan agama dari kedua calon mempelai.
Pertimbangan ini penting karena orang yang terpelajar dan terdidik tentu
lebih baik sikap dan mentalnya.

¢. Membiasakan prilaku yang baik. Maksudnya seorang calon suami maupun
istri harus dapat bersikap lebih dewasa, tidak kekanak-kanakan lagi,
karena bila telah berumah tangga akan mempunyai tanggung jawab
sebagai suami istri dan orang tua (bila kelak telah mempunyai anak).

Di samping kesiapan mental, perlu juga dilengkapi dengan kesiapan
jasmani yang meliputi:®!

a. Kesehatan jasmani. Hal ini merupakan kesiapan fisik/biologis. Maksudnya
kesiapan fisik yang akan mendukung dalam tugas dan kewajiban lahir
batin antara suami istri, termasuk juga dalam hal reproduksi atau
melanjutkan keturunan. Ditetapkannya batas-batas usia perkawinan adalah
untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. 2

b. Penghasilan yang memadai. Suatu kehidupan rumah tangga tidak terlepas

dari kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan pangan, sandang, dan papan

" Al-Hujurat (49): 13,

" Majelis Ulama' Indonesia Dan UNICEF, 4jaran  Islam dan  Penanggulangan
Perkawinan Usia Muda, him 45-47.

*? Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Pasal 7 ayat (1).
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maupun kebutuhan sekunder dan tersier lainnya sehingga kebutuhan
tersebut perlu dipenuhi, yaitu dengan mempunyai penghasilan yang cukup
dan tetap.

c. Penyediaan tempat tinggal. Hal ini sering dianggap remeh oleh
kebanyakan calon suami istri. Ada yang berpendapat bahwa untuk
sementara dapat menumpang kepada orang tua atau mertua, namun hal
bila hal ini tidak segera diselesaikan bukan tidak mungkin justru akan
menambah persoalan. Sedangkan menyiapkan tempat tinggal Kkhusus
menunjukkan kesiapan dari calon suami istri tersebut.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menuju kehidupan
rumah tangga tersebut di atas seyogyanya dipenuhi oleh calon suami istri, di
samping itu juga dapat dipahami bahwa dengan memenuhi hal-hal tersebut di
atas maka tujuan syari'at Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan
dan harta serta kehormatan akan fercapai.

Sebaliknya bila persiapan-persiapan tersebut belum terpenuhi dan
pasangan-pasangan yang menyimpang dari ketentuan batasan usia perkawinan
akan melangsungkan perkawinan tanpa ada alasan yang kuat, jelas dan tanpa

ada hal yang darurat, maka hal ini bertolak belakang dan menyalahi kaidah

il cala o adie audiall ¢ 133 maksudnya menghindari hal-hal yang

membawa kerusakan didahulukan/diutamakan dari suatu tindakan yang

mendatangkan kemaslahatan.

** Asjmuni Abdurrahman, Metode Penetapan Hukum Islam, him 4.
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Untuk itu para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin
agar dapat mengajukan alasan-alasan yang jelas dan logis sehingga akan
menjamin terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal,
begitu pula hakim dapat mempertimbangkan secara jelas dan logis pula
terhadap pihak yang menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin yang
memohon dispensasi kawin.

Dengan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dipaparkan,
penyusun akan membahas dan meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam
praktek penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari

Kabupaten Gunungkidul.

F. Metode Penelitian.
I. lJenis penelitian.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field reseach),
yaitu jenis penelitian yang dipakai untuk memperoleh data di lapangan,
yang dalam pembahasan skripsi ini berada di wilayah hukum Pengadilan
Agama Wonosari, sesuai dengan obyek yang diteliti.
a. Subyek penelitian.
- Ketua Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- Hakim-hakim Pengadilan Agama  Wonosari Kabupaten
Gunungkidul.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di wilayah

wewenang Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul yang
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mencatat pernikahan perkawinan yang mendapat putusan
dispensasi kawin.
- Pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan di bawah umur.
b. Obyek penelitian.
- Putusan Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul

tentang masalah pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.

Sifat Penelitian.

L2

Penelitian merupakan penelitian Deskriptif Analitik, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, dianalisis kemudian

diinterpretasikan dari data tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan.®*

(OS]

Teknik Pengumpulan data.

a. Wawancara.
Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan secara
langsung kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan
Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Hakim-hakim Pengadilan
agama Wonosari Gunungkidul, Kantor Urusan Agama dan pihak-pihak
yang terlibat langsung dalam perkawinan di bawah umur.

b. Dokumentasi.
Yaitu Pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian, seperti
Putusan Pengadilan Agama, data resmi, arsip, dan catatan-catatan lain
yang menyangkut obyek penelitian.

¢. Studi Pustaka.

** Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Illmiah, (Dasar Metode Tehnik), (Bandung:
Tarmo, 1990), him [39.
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Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta
peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan obyek
penelitian.
4. Pendekatan,
rDengan memakai pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis, akan
diadakan penilaian terhadap kasus pertimbangan hakim dalam penetapan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari dengan menggunakan
pengetahuan tentang dispensasi hakim yang telah ada serta metode
penetapan hukum dengan teori maslahah mursalah yang berkaitan dengan
hal tersebut, sehingga diketahui apakah penetapan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Wonosari layak untuk dijadikan sebuah kemaslahatan
atau belum.
5. Analisis data.
Terhadap data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data,
metode yang dipakai adalah metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan
yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertolak dari

pengetahuan umum tersebut, hendak dinilai suatu kejadian khusus.*

G. Sistematika Pembahasan.
Skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi,
dan penutup. Pendahuluan terletak pada bab pertama yang berisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

** Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi
Universitas Gadjah Mada, 1990), him 42.
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Bagian isi terdiri dari tiga bab, yaitu bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 2
berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian
dan syarat-syarat perkawinan serta pengertian dispensasi kawin dan gambaran
tentang dispensasi kawin dalam perkawinan.

Bab 3, bab ini memaparkan tentang pelaksanaan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Wonosari yang berisi tentang gambaran umum Pengadilan
Agama Wonosari, Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin,
peruimbangan hakim dalam pemberian permohonan dispensasi perkawinan, -
dan kondisi obyektif keluarga yang mendapat penetapan dispensasi kawin
termasuk di dalamnya keterangan tentang keluarga tersebut yang didapat dari
keterangan Kantor Urusan Agama seter.npat.

Bab 4, bab ini berisi tentang analisis Putusan dispensasi kawin vang
masih di bawah umur di Pengadilan Agama Wonosari yang mencakup alasan
dan pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan menurut
tinjauan hukum Islam dan menurut tinjauan yuridis.

Bab 5, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan
saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan

lampiran-lampiran.




BABV

PENUTUP

a. Kesimpulan.

Dari pembahasan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

L.

Faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi perkawinan di

bawah umur yang diajukan pihak Pemohon kepada Pengadilan Agama

Wonosari untuk menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin sehingga

mendapatkan dispensasi kawin adalah:

a. Bahwa antara kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang erat
dan akrab schingga dikhawatirkan bila tidak segera dikawinkan
mercka akan dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar
syariat Islam ataupun hukum lain yang berlaku.

b. Karena mereka terlanjur berhubungan layaknya suami istri.

¢. Karena telah hamil di luar nikah.

Pertimbangan hukum yang digunakan olch hakim di Pengadilan Agama

Wonosari adalah bahwa hakim di Pengadilan Agama Wonosari lebih

bermaksud menghindarkan kedua calon mempelai dari perbuatan

melanggar  syariat  Islam  dengan mempertimbangkan  dari  segi
kemaslahatan yang diharapkan akan dapat dicapai oleh kedua calon

mempelai dengan diadakannya perkawinan mereka.

b. Saran-saran.

a.

Bagi Instansi Pengadilan Agama:
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Dalam rangka untuk mendapatkan data tertulis secara lengkap dan mudah

bagi peneliti, maka perlu diberikan kemudahan khususnya penggandaan

data yang dibutuhkan serta perlu diadakan klarifikasi dalam dokumentasj
terhadap perkara yang ada berdasarkan jenis perkara untuk membantu bagi
para pthak yang membutuhkan data secara lengkap dan mudah.

b. Bagi para hakim:

a. Karena putusan atau penetapan yang dikeluarkan dapat dikatakan
sebagai hasil olah pikir (ijtihad) para hakim dan akan membuahkan
hukum yang memiliki kepastian hukum secara formal, maka perlu
dicantumkan dalam penetapan ataupun putusan tentang dalil-dalil dari
Al-Quran, hadist-hadist Rasulullah maupun kaidah-kaidah hukum
Islam yang relevan secara lengkap. Demikian juga tentang pasal-pasal
yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan pokok perkara.

b. Perlu diadakan penyuluhan hukum bagi masyarakat, khususnya
tentang hukum perkawinan termasuk permasalahan perkawinan usia
muda kaitannya dengan aturan dispensasi kawin.

c. Bagi Masyarakat:

a. Masyarakat hendaknya berusaha agar lebih mengetahui tentang
hukum-hukum agama (Islam) dan peraturan perundang-undangan
terutama yang berkaitan dengan problematika sosial kemasyarakatan
sehingga diharapkan masyarakat akan dapat menyelesaikan

permasalahan dengan baik dan benar.
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b. Masyarakat hendaknya dapat lebih memahami maksud dari
diberlakukannya peraturan batasan usia kawin dan dispensasi kawin
yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1
tahun 1974 pasal 6 dan 7 serta Instruksi Presiden Republik Indonesia
nomor [ tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 15, di
samping itu juga perlu ditaati karena perkawinan di bawah umur (umur
19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi wanita) mempunyai

peluang besar kepada timbulnya kemudharatan.
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LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIST,

DAN LAINNYA

| HLM [ FOOTNOTE,

TERJEMAHAN N

BAB1I

Dan di antara tanda-tanda kekuasannya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih
sayang. Sesungguhbya pada yang demikian ity benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

10 13

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada
menarik kemaslahatan. |

TR 14

11 15

Kemudharatan yang terjadi tidak dapat dianggap tel

Kemudharatan (yang telah terjadi) wajib dihilangkan.‘f
ah
lama terjadinya.

11 16

Yang telah ada dari Tuhan tidak ditinggalkan atas
kedahuluannya..

Kemudharatan yang lebih ringan hendaknya dilakukan
untuk menghindari kemudharatan yang lebih berat.

12 18

Kemudharatan (yang telah terjadi) wajib dihilangkan.

12 19

Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan
mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan.

12 20

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada
menarik kemaslahatan.

16 30

Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang
paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang
paling takwa, sesungguhnya Allah SWT maha
mengetahui lagi maha mengenal.

17 33

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dan pada
menarik kemaslahatan,

22 3

BAB II

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya dam
(menghimpit, menindih, mengumpul) dan wati’ yaitu
bersetubuh  dan  akad (mengadakan  perjanjian




perkawinan).

23

Penjanjian yang dimaksudkan untuk memiliki mut'ah
(barang yang menyenangkan) dengan sengaja atau
bermaksud untuk menghalalkan bersenang-senang
antara suami istri satu sama lain sesuai dengan yang
disyariatkan dan menjadikan mereka saling memiliki
hak dan kewajiban satu sama lain.

Perjanjian untuk menghalalkan bersenang-senang
antara orang yang berjanji (suami istri) satu sama lain
sesual dengan yang disyariatkan.

23

Perjanjian yang mengandung makna dibolehkannya
bersetubuh dengan lafadz menikahi atau mengawini
atau yang sesuai dengan itu.

24

Menurut syara' artinya akad yang telah terkenal dim
memenuhi  rukun-rukun serta syarat-syarat tertentu
(untuk berkumpul).

29

15

Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu ..... anak
dari...
Saya terima nikahnya dan kawinnya .... anak dari ....

36

23

Hukum itu berkisar pada illatnya tentang ada dan
tidaknya.

64

BAB III

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara
kamu dan orang-orang yang layaknya kawin dari
hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun yang
perempuan, jika mereka miskin maka Allah SWT akan
memampukan mereka dengan karunianya dan allah
maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.

64

Wahai para pemuda barangsiapa di antara kamu telah
sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin,
sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan
pandangan mata dan menundukkan gelora syahwat dan
barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab
puasa itu menjadi pengekang baginya.

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada
menarik kemaslahatan.

€9

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara
kamu dan orang-orang yang layaknya kawin dari
hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun yang
perempuan, jika mereka miskin maka Allah SWT akan
memampukan mereka dengan karunianya dan allah
maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.

69

10

Wahai para pemuda barangsiapa di antara kamu telah
sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin,
sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan

I1




pandangan mata dan menundukkan gelora syahwat dan
barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab
puasa itu menjadi pengekang baginya.

72

11

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara
kamu dan orang-orang yang layaknya kawin dari
hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun yang
perempuan, jika mereka miskin maka Allah SWT akan
memampukan mereka dengan karunianya dan allah
maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.

72

12

Wahai para pemuda barangsiapa di antara kamu telah
sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin,
sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan
pandangan mata dan menundukkan gelora syahwat dan
barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab
puasa itu menjadi pengekang baginya.

72

13

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada
menarik kemaslahatan.

82

BAB IV

Tuhanku memerintahkan aku untuk mengadili
berdasarkan sesuatu yang tampak sedangkan Tuhanku
mengetahui yang tidak tampak.

87

Apa yang dilakukan oleh seorang imam (hakim) harus
sesuai dengan kemaslahatan umatnya.

&7

Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada
menarik sesuatu yang bermafaat.

89

Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan
kemudharatan yang lebih ringan.

91

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada
menarik kemaslahatan.

91

11

Kemudharatan yang lebih ringan hendaknya dilakukan
untuk menghindari kemudharatan yang lebih berat.

92

12

Kemudharatan (yang telah terjadi) wajib dihilangkan.

93

13

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara
kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari
hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin
Allah SWT akan memampukan mereka dengan
karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi
maha mengetahui.

93

14

Kemudharatan itu harus dihilangkan menurut batas-
batas kemungkinan.

94

15

Hukum itu berkisar pada illatnya tentang ada dan
tidaknya.

94

16

Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan
kemudharatan yang lebih ringan.

II
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Abdul Wahab Khalaf dilahirkan pada bulan Maret 1888 di Kaffa Az-Ziyat.
Setelah menghapal Al-Qur'an beliau belajar di Al-Azhar pada tahun 1900,
kemudian pada tahun 1915 menyelesaikan belajar sekolah di Al-Qada'u
Asy-Syar'iy dan pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadi guru
pada sekolah yang sama. Pada tahun 1915 beliau bergabung dengan
pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun
1920 beliau diangkat menjadi Qadi di Mahkamah Syar'iyyah. Setelah itu
beliau menjadi seorang Mudir bagi masjid-masjid yang berada di bawah
kementrian wakaf pada tahun 1924 hingga beliau diangkat sebagai seorang
Mufattisy di Mahkamah Syar'iyyah pada pertengahan tahun 1931. pada
awal tahun 1934 diangkat menjadi dosen di Universitas Cairo dan
dipercaya sebagai ustad mata kuliah Syariyyah Islamiyyah sampai tahun
1938. Di samping itu beliau juga terkenal sebagai pengembara yang
sukses. Beliau juga terpilih menjadi anggota perkumpulan bahasa arab dan
perintis pada penyusunan muljam Al-Qur'an. Karya-karya beliau antara
lain: ushul figh, ahkam al-akhwal asy-syakhsiyyah, as-siyasat asy-
syariyyah, nur minal Islam (tafsir). Kemudian beliau wafat pada hari
Jum'at pagi tanggal 20 Januari 1956.

v
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Beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904.
dalam permulaan meniti ilmu beliau belajar di pesantren ayahnya. Dalam
perjalanan karimya benyak mendapatkan bimbingan dari Syeikh
Muhammad Ismail Ibn Salam Al-Kahlawi dan Syeikh Muhammad
Syubhan. Karir dalam bidang akademis beliau pernah menjabat sebagai
dosen PTAIN Yogyakarta, kemudian dekan Fakulatas Syariah IAIN Sunan
Kalijaga dan sebagai Guru Besar di Universitas Islam Indonesia di kota
yang sama. Pada tanggal 27 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor
Honoris Kausa dari Universitas Islam Bandung, dan pada tahun yang sama
juga memperoleh gelar yang sama dari JAIN Sunan Kalijaga Beliau wafat
di Yogyakarta pada tahun 1975 dalam usianya yang ke 71 tahun.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: JI. Laksda Adisucipto. Telp/Fax: (0274) 512840

YOGYAKARTA
e — e

Nomor: IN/1/D3/PP.009/1020/2003 Yogyakarta, 9 Desember 2003
Lamp : .........
Perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubemnur, bahwa
untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul: '

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Di Pengadilan Agama Wonosari Dari Tahun 2000-2002)
kami mohon kiranya Bapak Gubemur berkenan memberikan REKOMENDASI
kepada mahasiswa kami:

Nama : Ade Firman Fathony
Nomor Induk R
Semester : VII (Tyjuh)

Torseal : :éi}:?ﬁ?{ﬁ@é:{:éé}:SéKﬁéiﬁéﬁn(Kg')' .............................................

B ——
4. :

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada
dacrah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk
memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.
Adapun waktunya mulaj .17 Desember  s/d. 17 Januari 2003
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.H

....... e senens

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

/
4 /
‘ i@n@ﬁ alik Madany, M.A &
NIP.150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.
I. Rektor JAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

Kepatihan Danurcjan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / 1JIN
Nomor: 07.0/4,500
Rektor JAIN Sunan Kalijaga Yk. No. IN/1/D3/PP.009/1020/2003
Membaca Surat Tanggal : 9-12-2003 Perihal : ljin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman

Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri:

3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang " : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

Diijinkan kepada

Nama . ADE FIRMAN FATHONY No. Mhs./NIM : 00350345
Alamat Instansi JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul * PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSAS! PERKAWINAN DI BAWAH

UMUR (Studi di Pengadilan Agama Wonosari dari Tahun 2000 - 2002)

Lokasi : Kabupaten Gunung Kidul
Waktunya : Mulai tanggal 10 Desember 2003 s/d 10 Maret 2004

Dengan Ketentuan :

1.

N

Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat { Bupati/
Walikota Kepala Daerah } untuk mendapat petunjuk seperlunya,

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat,

Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah istimewa Yogyakarta
(Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah [stimewa Yogyakarta)

ljin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut
di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. : Dikeluarkan di Yogyakarta

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal : 10 Desember 2003
( Sebagai Laporan )

2. Ka.Badan Kesatuan dan Perlindungan A.n. GUBERNUR
Masyarakat Propinsi DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3. Bupati Gunung Kidul c.q. Ka. Bappeda;

4. Ka. Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY:;
5. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

6. Pertinggal.

KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

{ BAPPEDA )

SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomor 810 /4. 0en
Bappeda Prop. LIY No 07.0/4%08, ter .snggel 10 Jssember 2003

« Porihe L din T litiom
Membaca Surat cPorihel 3 Ijin Puneliti

Mengingat oL Keputusan Mendagri Nemor 9 Tahun 1983 tentang : Pedoman Pendataan Swmnber dan
Potensi Daerah
2. Keputusan Mendagri Nomor 61 Tahun 1983 tentang © Pedoman Penvelengg
Pelaksanaan Pencliian dan Pengembangan dilingkungan Depdagri

Vit

3. Kepurusan Kepala Dacrah Istimewa Yogyakarta Nomor @ 33:40T8/1086 1ontany
Tatalaksana Pemberian Izin bagi sctiap Instansi Pemerintah maupun Mon Pemerintah
vang melakukan Pendataan/ Penelitian,

1

Ditzinkan kepada

Nama LA L

. . laly J1

Falk/Akademi LS TN .
i el pbe Yo,

Alamat Instansi DN e R Y TS T

Alamat Rumah
Keperluan

Lokasi

Dosen/Pembimbing

Waktunya
Dengan ketentuan

I. Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, | urah/Kepala Desa, Kepala Instonsi
untuk mendapat petunjuk seperlunya.

2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku scicmpat.

3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul {eq. BAPPEDA Guonnuhiduty,
lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemermial dan hoin
diperiukan untuk keperluan ilmiah,

<

suratizin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila dipertuki.
h Surat izin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan ferae b

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat suka memberi bantuan seperhiuya.

Dikeluarkan di - Wonosari

Oovananbur S
Pada tauggal Ce Sanenber

~ An. BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGEIDUL

ki b FA TP EPRTURUIUR 1 WS RO e, T NN B
U.B wi Biding Pendeatazn & Peluporin

Tembusan kepada Yih.
I. Bapak Bupati Gunungkidul
(sehagai Laporan)
2 Sdr. Kakan Kesbanglinmas Kab. Gunungkidul.

,

e/ cae, < . hY s
. Pengadilin Boovne, doRosLri

S. sakbtor LAAN -
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M ! ADE FIRMAN FATHONY

Statms/Pendidikan - Mahasiswa

. Svariah
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B DY

elab melakukan pen2itian, wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama

tpada tancesl 10 Desember 2003 w/d 10 Maret 2004 dalam rangka peawisinen

skripsi vang berjudul -

SPERTIVIBANGAN HAKIMV DALAM MEMBERTIKAN DISPENSASI
g WINANDIBAWAHIMIR DI PENGADI AN AGAMA WONOSARD

Demikinn surat seteranean ini dibuat dengan mengingat sumpal Jjabatan agar dapat

roskean whaenimans mes &fm‘:a

Conosari, 10 Maret 2004

1)1'4 MUCHSIN ST
NIP. 150110832



LAMPIRAN IV

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pedoman Wawancara Di Pengadilan Agama Wonosari

I

Berapa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan
kepada Pengadilan Agama Wonosari?

Apakah terdapat permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh
Pengadilan Agama Wonosari?

Bagaimana proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di Péngadilan
Agama Wonosari? Apa sajakah yang harus dipenuhi?

Bagaimana proses penyelesaian permohonan dispensasi kawin tersebut?
Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Agama
Wonosari dalam menangani pokok perkara?

Secara umum, alasan-alasan apa sajakah yang digunakan pemohon dalam
mengajukan permohonan dispensasi kawin?

Secara umum, dasar-dasar apa sajakah yang digunakan hakim di
Pengadilan Agama Wonosari dalam mempertimbangkan suatu
permohonan dispensasi kawin untuk diterima atau ditolak?

Apakah ada kategori umum yang dipakai sebagai acuan untuk menerima
suatu permohonan dispensasi kawin diterima atau tidak?

Secara yuridis, apa saja pertimbangan hakim yang digunakan hakim di

Pengadilan Agama Wonosari dalam penetapan dispensasi kawin? Dan



secara hukum Islam, apa sajakah pertimbangan hakim yang digunakan di
dalamnya?

10. Apakah terdapat pertimbangan lain (khusus) yang digunakan hakim dalam
pertimbangan untuk memberikan suatu penetapan dispensasi kawin?

1'1. Apa sajakah kendala/hambatan dalam pelaksanaan proses penyelesaian
permohonan dispensasi kawin hingga diberikan suatu Penetapan dalam

bentuk penetapan dispensasi kawin?

B. Daftar Pedoman Wawancara Bagi Pasangan Yang Menikah Melalui
Penetapan Dispensasi Kawin
1. Identitas Informan (nama, umur, alamat, pekerjaan)?
2. Kapan pernikahan dilangsungkan? Sudah berapa lama berumah tangga?

Apakah sudah memiliki keturunan?

(%]

Sclama berumah tangga, apakah pernah terjadi hal-hal yang mengganggu
vang kebahagiaan atau kesejahteraan ruumah tangga? Kalau pernah dalam
bentuk apa? Kadang-kadang, sering atau selalu terjadi?

4. /’Apakah terdapat kesulitan dalam penyesuaian sikap atau prilaku antara
suami istri? Apakah terdapat hal-hal yang mengganggu dalam penyesuaian
tersebut? Kalau iya, kadang-kadang, sering atau selalu?

5. Dalam masalah kekeluargaan:

- Apakah terdapat gangguan dalam kehidupan biologis (hubungan

seksual) suami istri?

X1



- Apakah pemenuhan kebutuhan materi (sandang, pangan, papan, dil)
telah terpenuhi dengan layak?
- Apakah kebutuhan lain seperti pemeliharaan, afeksional (kasih

sayang), saling melindungi dan lain sebagainya telah terpenuhi?

. Dalam masalah kesehatan ibu dan keturunan-

- Apakah pihak istri pernah mengalami gangguan kesehatan akibat
melahirkan dalam usia muda?

- Apakabh istri telah memiliki keturunan?

- Apakah terdapat kelainan fisik/mental pada keturunan (bila punya
anak)?

. Dalam masalah pembinaan keluarga:

- Apakah terdapat kesulitan dalam pembinaan keluarga?

- Apakah pembinaan moral, budi pekerti, dan adat istiadat telah
terpenuhi? Bila belum mengapa dan apa saja yang menjadi
penyebabnya?

- Apakah pembinaan agama telah terpenuhi? Bila belum mengapa dan
apa saja yang menjadi penyebabnya?

- Apakah pembinaan anak telah terpenuhi? Bila belum mengapa dan apa
saja yang menjadi penyebabnya?

. Apakah pernah terjadi hal yang menggangu dalam kehidupan sosial

(kemasyarakatan)?

XII




C.

9. Secara umum, apakah selama hidup berumah tangga saat ini telah tercapai
kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga? Apa alasannya dan

mengapa demikian?

Daftar Pedoman Wawancara Bagi Kantor Urusan Agama

1. Apakah di Kantor Urusan Agama ini pernah terjadi perkawinan yang
mendapat Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama?

2. Apabila ada perkawinan tersebut ada maka berapa j umlahnya (dari tahun
2000-2002)?

3. Apakah sebelum mendapatkan Penetapan dispensasi kawin dari
Pengadilan Agama calon mempelai tersebut pernah mendafiar terlebih
dahulu untuk dicatat pernikahan mereka?

4. Apa alasan calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah
sebelum ia mendapatkan Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan
Agama Wonosari?

5. Apakah pihak Kantor Urusan Agama telah menasehati calon mempelai
yang akan melakukan perkawinan di bawah umur untuk menunda
perkawinan mercka? Bagaimana tanggapannya?

6. Pada umumnya, berapa lama tenggat waktu antara dijatuhkannya
Penetapan dispensasi kawin dengan dilangsungkannya perkawinan?

7. Apakah pasangan yang mendapatkan Penetapan dispensasi kawin dalam
melakukan pencatatan perkawinan mendapat catatan (keterangan)

tersendiri?

X



8. Apakah Kantor Urusan Agama mempunyai catatan tersendiri mengenai
pasangan suami istri yang mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan
Agama tersebut kemudian bercerai? Bila ada apakah di antara pasangan
vang bercerai tersebut terdapat pasangan yang menikah karena
mendapatkan Penetapan dispensasi kawin?

9. Apakah Kantor Urusan Agama mengetahui tentang keadaan pasangan

yang menikah dengan Penetapan dispensasi kawin?

XV
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DAFTAR TABEL

- 12 Perkara

Buruh Wiraswasta Lain-lain

3 PerI(ara

9 Perkara |

B. Tabel klasifikasi Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan

Umaur.

1. Pemohon Dispensasi Kawin Laki-laki

e

' 15 Tahun

1;rﬂl_.;:m"'i?ahun
!

5 Perkara

C. Tabel Klasifikasi Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan
Pendidikan.

SD | SMP SMA Lain-lain (Tidak Jelas) | Jumlah

i
i

| |

T I U —.
{

i

- - - 12 Perkara [ 12 Perkara _J]




LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

Nama ' : Ade Firman Fathony

Tempat/Tanggal Lahir: Yogyakarta, 29 November 1982

Agama - Islam
Alamat : Jalan Timoho Utara no 47 Ngentak Sapen Catur Tunggal
Depok Sleman Yogyakarta

Nama Orang Tua:
Ayah : Drs. Jeje Jaenudin
Ibu : Sr1 Ningsih

Riwayat Pendidikan:

[. TK. Al-Falah Mempawah Kalimantan Barat - 1987-1988
2. SDN 43 Mempawah Kalimantan Barat : 1988-1994
3. Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta : 1994-1997
4. Madrasah Aliyah Keagamaan MAN I Yogyakarta : 1997-2000
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